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BAB V 

KESIMPULAN 
 

1. Penerapan Pasal 82 ayat 1 huruf b, c, dan d KUHAP pada Putusan 
Praperadilan PN Jaksel Nomor 72/Pid.Prap/2015/Jkt.Sel mengenai 
gugurnya permohonan praperadilan belum memberikan 
perlindungan bagi tersangka dari upaya paksa. 
 

Pasal 82 ayat (1) KUHAP masih sangat melindungi para penegak 

hukum yang terkait dalam masalah Praperadilan karena masih ada celah 

bagi penegak hukum untuk menghindar dari jeratan hukum itu sendiri dan 

terkesan masih ada perlindungan bagi penegak hukum yang melakukan 

kesalahan dalam tindakannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang 

benar. Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, dalam praktik telah 

terjadi multi interpretasi yang menimbulkan ketidakseragaman hukum 

acara praperadilan di Indonesia. Tepatnya, ketidakseragaman itu terkait 

dengan frasa “Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau 

pemohon maupun dan pejabat yang berwenang. Pemeriksaan pokok 

perkara menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah 

tidaknya penangkapan dan penahanan, sebab gugurnya Praperadilan 

saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara. 

2. Keputusan Hakim telah memenuhi keadilan hukum yang bersifat 
prosedural namun belum memenuhi keadilan yang bersifat  
substansif untuk Tersangka dan tidak adanya upaya hukum lagi 
bagi Tersangka sesuai dalam Pasal 83 KUHAP. 

 

Proses peradilan pidana pada sidang praperadilan tersangka yang 

digugurkan permohonannya tean dalam  pasal 82 ayat 1 huruf  d sehingga 
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praperadilan harus gugur karena berkas pemeriksaan pokok telah 

dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor tidak terlepas dari keputusan Hakim 

karena adanya benturan-benturan pemenuhan keadilan yang bersifat 

prosedural dan keadilan yang bersifat substantif yang mempengaruhi 

pada keputusan yang diambil Hakim. Sehingga ketika Hakim 

mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural yakni menjalankan 

ketentuan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maka keadilan yang 

bersifat substantif yakni keadilan yang tidak diatur dalam aturan undang-

undang melainkan melihat substansi dari kasus itu sendiri walaupun tidak 

tertulis didalam undang-undang sehingga hak tersangka untuk 

mengajukan proses permohonan praperadilan atas kesewenangan aparat 

hukum bisa terlaksana hingga seluruh pemeriksaan sidang praperadilan 

selesai dan diputus oleh Hakim. Tidak adanya upaya hukum dalam 

permohonan praperadilan menyebabkan semakin tidak efektifnya 

Lembaga ini untuk melindungi hak dan perlindungan tersangka dari upaya 

Hukum paksa.  
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